
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 954 /Kep.175-BKAD /2021

TENTANG

PERUBAHANKETIGAATASKEPUTUSANBUPATIMAJALENGKANOMOR
954/Kep.7-BKAD/2021 TENTANGPENETAPANPEJABAT PENGGUNA

ANGGARAN,KUASAPENGGUNAANGGARAN,BENDAHARAPENERIMAAN,
BENDAHARAPENGELUARAN,BENDAHARAPENGELUARANPEMBANTU, DAN
REKENING PERANGKATDAERAH SERTA PELIMPAHANSEBAGIANWEWENANG

DARI PENGGUNAANGGARANKEPADAKUASAPENGGUNAANGGARAN
DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA

TAHUNANGGARAN2021

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya illih tugas Pengguna
Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Majillengka dan Pengguna Anggaran pada Dinas
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majillengka,
maka Keputusan Bupati Majillengka Nomor 954/Kep.7-
BKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Penge1uaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dan Rekening Perangkat Daerah
serta Pelimpahan sebagian Wewenang Dari Pengguna
Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majillengka perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dillam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati
Majalengka Nomor 954/Kep.7-BKAD/2021 tentang
Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penge1uaran,
Bendahara Penge1uaran Pembantu, dan Rekening Perangkat
Daerah serta Pe1impahan sebagian Wewenang Dari
Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majillengka.

Mengingat: 2
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Undang-Undang 3
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5279);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6279);

13. Peraturan Pemeril1tah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 14Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018
ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 34).

17. Penituran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);

18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020
Nomor 123).

Menetapkan : .4
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MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor
954jKep.7-BKADj2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dan Rekening Perangkat Daerah serta Pelimpahan sebagian
Wewenang Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna
Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
untuk Nomor Urut 8 (delapan) dan Nomor Urut 22 (dua puluh
dual dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI MAJALENGKA,

~
KARNASOBAHI



LAMPlRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 954/KEP. 175:::"JKAD/2021
TANGGAL 3 Maret 2021
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 954/Kep.7-BKAD/2021 TENTANG PENETAPAN

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN REKENING PERANGKAT DAERAH SERTA PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2021

ATASAN LANG SUNG PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BENDAHARANO SKPD REKENING BANKNAMA/NIP GOL JABATAN NAMA/NIP GOL JABATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil H. ADE SAEPUDlN, S.Sos IVle Kepala Dinas Kependudukan dan H. ADE SAEPUDlN, S.Sos IV/e Pengguna Anggaran Rekening Bank Jabar Banten :
NIP. 196601081986031007 Pencatatan Sipll NIP. 196601081986031007 0160260402622
H. ADE SAEPUDlN, S.Sos IVie Kepala Dinas Kependudukan dan DEDE ROHAYATI, S.lP IIi/a Bendahara Penerimaan
NiP. 196601081986031007 Pencatatan Sipll NIP. 197103042007012009
H. ADE SAEPUDlN, S.Sos IVie Kepala Dinas Kependudukan dan MOMOSUDOMO IIle Bendahara Pengeluaran
NIP. 196601081986031007 Pencatatan Sipll NIP. 197401262010011001

22 Dinas Arsip dan Perpuslakaan Daerah Drs. UCU SUMARNA, M.Si IVie PIt. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Ora. RINA HINDARYANI AFIATIN IV/b Pengguna Anggaran Rekening Bank Jabar Banten :
NIP, 196605131986111002 Daerah NIP. 196309051988032005 0160260402580
Drs. UCU SUMARNA, M.Si IVle PIt. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan NENIH RATMINAH IlIlb Bendahara Pengeluaran
NIP. 196605131986111002 Daerah NIP. 198002182009012001

BUPATI MAJALENGKA,

~
KARNA SOBAHI
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